5.1.

BABYV
PENUTUP

KESIMPULAN

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Penerapan prinsip pelayanan di Kelurahan Ampang telah
dijalankan dengan mengacu pada asas transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas. Kelurahan
berperan dalam memberikan pelayanan administrasi,
kependudukan, dan kegiatan kemasyarakatan. Namun,
penerapannya masih belum sepenuhnya optimal sehingga
perlu terus ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan tata
kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pelayanan di Kelurahan Ampang masih
menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana,
sumber daya, dan konsistensi dalam penerapan prinsip
pelayanan. Kondisi ini berpengaruh pada kepuasan
masyarakat, sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan
kapasitas aparatur dan perbaikan sistem pelayanan agar
semakin efektif dan merata.

Dalam perspektif figih siyasah, pelayanan yang dijalankan
lurah seharusnya mencerminkan nilai-nilai syar’i seperti
keadilan (‘adl), amanah, musyawarah (syura), dan
kemaslahatan (maslahah). Realitas di Kelurahan Ampang
menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sudah mulai terwujud,
meskipun masih memerlukan peningkatan agar dapat

dilaksanakan secara lebih konsisten dan menyeluruh.
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5.1 SARAN
Bagi pembaca, khususnya masyarakat dan aparatur pemerintahan
di tingkat kelurahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip Pelayanan dalam
pelayanan publik. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi,
sementara aparatur kelurahan dapat memperbaiki kinerja agar lebih

transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
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